
 

 

PENDAHULUAN 

Arbitrase diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 

menawarkan efisiensi, kerahasiaan, dan finalitas putusan bagi para pihak yang terikat perjanjian 

arbitrase sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkembang pesat 

seiring meningkatnya kompleksitas hubungan bisnis dan kebutuhan kepastian hukum yang tidak selalu 
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Abstract  
Arbitration is designed as an alternative dispute resolution mechanism that emphasizes efficiency, 

finality, and party autonomy. Nevertheless, the pursuit of justice within arbitration requires 

procedural safeguards that ensure fairness and balance between the disputing parties. One 

essential aspect in this regard is the examination of settlement during arbitral proceedings. This 

study analyzes the role of settlement examination as the legal basis of arbitral awards in 

guaranteeing justice, viewed through the perspective of Indonesian arbitration law. Using a 

normative legal research method, this paper examines statutory regulations, legal doctrines, and 

relevant scholarly opinions concerning arbitration and settlement mechanisms. The findings 

indicate that settlement examination strengthens substantive and procedural justice by providing 

space for dialogue, preventing inequality of bargaining positions, and enhancing voluntary 

compliance with arbitral awards. Moreover, arbitral awards that consider settlement aspects 

demonstrate stronger legitimacy and lower risks of annulment or enforcement disputes. The study 

concludes that settlement examination does not diminish the final and binding nature of arbitral 

awards, but rather enhances their quality and credibility. Accordingly, the integration of settlement 

examination should be regarded as a fundamental element in realizing just and effective arbitration. 

 

Keywords:  Arbitration, Settlement Examination, Arbitral Award, Justice, Alternative Dispute 

Resolution. 

Abstrak 

Arbitrase dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang menekankan 

efisiensi, kepastian, dan otonomi para pihak. Namun, upaya untuk mencapai keadilan dalam 

arbitrase memerlukan jaminan prosedural yang memastikan keadilan dan keseimbangan antara para 

pihak yang bersengketa. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah pemeriksaan penyelesaian 

selama proses arbitrase. Studi ini menganalisis peran pemeriksaan penyelesaian sebagai dasar 

hukum putusan arbitrase dalam menjamin keadilan, dilihat dari perspektif hukum arbitrase 

Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, makalah ini mengkaji 

peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat akademis yang relevan mengenai 

arbitrase dan mekanisme penyelesaian. Temuan menunjukkan bahwa pemeriksaan penyelesaian 

memperkuat keadilan substantif dan prosedural dengan memberikan ruang untuk dialog, mencegah 

ketidakseimbangan posisi tawar-menawar, dan meningkatkan kepatuhan sukarela terhadap putusan 

arbitrase.  Selain itu, putusan arbitrase yang mempertimbangkan aspek penyelesaian menunjukkan 

legitimasi yang lebih kuat dan risiko pembatalan atau sengketa penegakan yang lebih rendah. Studi 

ini menyimpulkan bahwa pemeriksaan penyelesaian tidak mengurangi sifat final dan mengikat dari 

putusan arbitrase, melainkan meningkatkan kualitas dan kredibilitasnya, sehingga integrasi 

pemeriksaan penyelesaian harus dianggap sebagai unsur fundamental dalam mewujudkan arbitrase 

yang adil dan efektif. 

 

Kata kunci: Arbitrase, Pemeriksaan Perdamaian, Putusan Arbitrase, Keadilan, Penyelesaian 

Sengketa Alternatif. 
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dapat dipenuhi oleh proses litigasi konvensional (Gunawan, 2024; Handayani & Yoga, 2024). Dalam 

konteks hukum positif Indonesia, arbitrase tidak hanya berfungsi sebagai forum adjudikatif, tetapi juga 

membuka ruang penyelesaian damai yang berpotensi memperkuat keadilan substantif bagi para pihak 

(Dewi, 2022; Munawar, 2022). Namun, penerapan prinsip perdamaian dalam arbitrase masih 

menghadapi tantangan konseptual dan normatif yang memerlukan pengkajian lebih mendalam agar 

tidak mengaburkan karakter final dan mengikat dari putusan arbitrase itu sendiri (Ihsan et al., 2024). 

Prinsip perdamaian pada dasarnya telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian 

dari upaya penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan restoratif dan keseimbangan 

kepentingan para pihak. Kedudukan perjanjian damai dalam perkara perdata memiliki kekuatan 

mengikat yang signifikan, terutama ketika dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki 

daya eksekutorial (Rizky, 2024; Murniati, 2016). Dalam praktik arbitrase, kesepakatan damai yang 

dicapai para pihak dapat menjadi dasar lahirnya putusan arbitrase yang mencerminkan kehendak 

bersama, bukan semata-mata penilaian sepihak arbiter. Kondisi ini menempatkan pemeriksaan 

perdamaian sebagai aspek penting yang memengaruhi legitimasi putusan arbitrase dalam menjamin rasa 

keadilan bagi para pihak yang bersengketa (Al Kannur et al., 2023). 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ruang bagi arbiter untuk mendorong 

penyelesaian sengketa secara damai selama proses pemeriksaan berlangsung, meskipun pengaturannya 

belum dirumuskan secara rinci. Ketiadaan pengaturan teknis mengenai pemeriksaan perdamaian dalam 

arbitrase berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antar lembaga arbitrase dan arbiter, yang pada 

akhirnya memengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan (Aolia et al., 2026; Ihsan et al., 2024). Dalam 

beberapa kasus, kesepakatan damai yang dicapai para pihak justru menjadi dasar kuat bagi putusan 

arbitrase yang lebih dapat diterima dan minim resistensi pada tahap pelaksanaan. Situasi ini 

menunjukkan bahwa pemeriksaan perdamaian memiliki peran strategis dalam memperkuat fungsi 

arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan efektif (Hasbi, 2019). 

Hubungan antara arbitrase dan kekuasaan kehakiman juga menjadi isu penting, terutama dalam 

konteks pengawasan terbatas pengadilan terhadap putusan arbitrase. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman, yang 

secara tidak langsung memengaruhi posisi arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang bersifat 

privat namun tetap diakui oleh negara. Peran pengadilan dalam pelaksanaan dan pembatalan putusan 

arbitrase menunjukkan bahwa kualitas proses arbitrase, termasuk aspek perdamaian, turut menentukan 

sejauh mana putusan tersebut dihormati dan dilaksanakan (Hakim, 2024; Karya, 2023). Ketika putusan 

arbitrase lahir dari proses yang mencerminkan kesepakatan damai para pihak, potensi konflik pada 

tahap eksekusi dapat diminimalisasi secara signifikan (RY et al., 2023). 

Permasalahan pembatalan putusan arbitrase menjadi sorotan penting dalam diskursus hukum 

arbitrase di Indonesia, terutama ketika dikaitkan dengan substansi keadilan putusan. Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 membuka ruang tafsir baru terhadap mekanisme 

pembatalan putusan arbitrase, yang berdampak pada kepastian hukum dan finalitas arbitrase itu sendiri 

(Al Akbar & Mawarid, 2025). Dalam konteks ini, putusan arbitrase yang didasarkan pada kesepakatan 

damai memiliki posisi yang lebih kuat secara moral dan yuridis karena mencerminkan kehendak para 

pihak secara langsung. Oleh sebab itu, pemeriksaan perdamaian dalam proses arbitrase dapat dipandang 

sebagai instrumen preventif untuk mengurangi risiko pembatalan putusan di kemudian hari (Fitri & 

Almaududi, 2023). 

Dimensi arbitrase syariah turut memperkaya pembahasan mengenai perdamaian sebagai dasar 

penyelesaian sengketa. Prinsip ishlah atau perdamaian merupakan nilai fundamental dalam hukum 

Islam yang menekankan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan keadilan substantif (Munawar, 

2022; Musaffa, 2025). Praktik Badan Arbitrase Syariah Nasional menunjukkan bahwa putusan yang 

berangkat dari kesepakatan damai memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di kalangan para pihak dan 

masyarakat bisnis syariah (Al Kannur et al., 2023; Khoirunnisa et al., 2024). Meski demikian, 

implementasi pembatalan putusan arbitrase syariah di pengadilan agama menunjukkan bahwa aspek 

prosedural dan pemeriksaan perdamaian tetap menjadi faktor krusial dalam menjaga kekuatan putusan 

tersebut (Saifuddin et al., 2026). 

Persoalan eksekusi putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, masih menjadi 

tantangan serius dalam praktik hukum di Indonesia. Sengketa internasional seperti kasus Churchill 

Mining menunjukkan bahwa lemahnya penerimaan terhadap putusan arbitrase dapat berujung pada 

konflik berkepanjangan yang merugikan kepastian hukum dan iklim investasi (Pemungkas & 
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Septianita, 2024). Putusan arbitrase yang lahir dari proses yang mengakomodasi perdamaian para pihak 

cenderung memiliki legitimasi yang lebih kuat pada tahap pelaksanaan. Hal ini menegaskan bahwa 

pemeriksaan perdamaian tidak hanya relevan pada tahap adjudikasi, tetapi juga berdampak langsung 

pada efektivitas eksekusi putusan arbitrase (Karya, 2023). 

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase menjadi 

penting untuk menegaskan posisinya sebagai dasar putusan arbitrase yang menjamin keadilan. 

Pendekatan penelitian hukum yang sistematis diperlukan untuk mengkaji norma, doktrin, dan praktik 

yang berkembang terkait perdamaian dalam arbitrase (Amiruddin, 2016). Analisis yuridis terhadap 

penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase menunjukkan bahwa integrasi nilai perdamaian 

dapat memperkuat legitimasi putusan arbitrase di mata para pihak (Maulaya et al., 2024). Oleh karena 

itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam 

pengembangan hukum arbitrase di Indonesia yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. 

  

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang 

berfokus pada pengkajian norma hukum terkait pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase serta 

implikasinya terhadap putusan arbitrase dalam menjamin keadilan. Pendekatan yang digunakan 

meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) 

melalui analisis doktrin, asas hukum, serta pandangan para ahli mengenai perdamaian dan kekuatan 

putusan arbitrase. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan 

perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait arbitrase, bahan hukum sekunder berupa buku, 

jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh 

bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis guna memperoleh 

pemahaman komprehensif mengenai kedudukan pemeriksaan perdamaian sebagai dasar putusan 

arbitrase dalam menjamin keadilan bagi para pihak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kedudukan Pemeriksaan Perdamaian dalam Sistem Arbitrase di Indonesia 

Arbitrase di Indonesia diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar 

pengadilan yang menekankan prinsip otonomi para pihak, kerahasiaan, dan penyelesaian yang efisien, 

sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Pengaturan ini menempatkan arbitrase bukan sekadar sebagai pilihan teknis, 

melainkan sebagai institusi hukum yang memiliki legitimasi normatif setara dengan proses litigasi 

dalam lingkup tertentu (Gunawan, 2024; Wamnebo et al., 2025). Dalam kerangka tersebut, pemeriksaan 

perdamaian memperoleh relevansi penting karena mencerminkan orientasi penyelesaian sengketa yang 

berkeadilan dan beritikad baik. Prinsip perdamaian ini sejalan dengan semangat hukum acara perdata 

nasional yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai sebelum masuk pada tahapan 

adjudikatif penuh (Sasiras et al., 2025). 

Secara historis, konsep perdamaian telah lama dikenal dalam sistem hukum perdata Indonesia 

sebagai sarana untuk mengakhiri sengketa melalui kesepakatan para pihak yang memiliki kekuatan 

mengikat. Penguatan terhadap nilai perdamaian juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendorong hakim untuk mengupayakan perdamaian 

dalam setiap perkara perdata. Meskipun arbitrase berada di luar struktur peradilan negara, nilai-nilai 

tersebut tetap relevan karena arbitrase tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum nasional secara 

keseluruhan (Hakim, 2024; Karya, 2023). Pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase menjadi jembatan 

normatif antara prinsip non-litigasi dan tujuan keadilan substantif. 

Kedudukan pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase juga dapat dipahami melalui karakter 

arbitrase yang bersumber dari perjanjian. Klausula arbitrase mencerminkan kehendak para pihak untuk 

menyelesaikan sengketa secara rasional, efisien, dan minim konflik terbuka, sehingga perdamaian 

menjadi tujuan implisit yang melekat sejak awal perjanjian dibuat (Fitri & Almaududi, 2023; Rizky, 

2024). Arbiter, dalam kapasitasnya sebagai pihak netral, tidak hanya berperan memutus sengketa, tetapi 

juga memfasilitasi tercapainya kesepakatan damai sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan 
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kesusilaan. Peran ini memperkuat kedudukan pemeriksaan perdamaian sebagai bagian integral dari 

proses arbitrase. 

Dalam praktiknya, pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase sering kali dipahami secara 

fleksibel, bergantung pada aturan lembaga arbitrase dan kesepakatan para pihak. Lembaga arbitrase 

nasional dan sektoral, termasuk arbitrase bisnis, pasar modal, dan arbitrase syariah, mengakui 

pentingnya upaya damai sebelum atau selama proses pemeriksaan sengketa berlangsung (Al Kannur et 

al., 2023; Khoirunnisa et al., 2024). Fleksibilitas ini menjadi keunggulan arbitrase, namun sekaligus 

memunculkan perbedaan standar penerapan pemeriksaan perdamaian. Kondisi tersebut menimbulkan 

kebutuhan akan pemahaman yuridis yang lebih tegas mengenai kedudukan pemeriksaan perdamaian 

dalam arbitrase. 

Pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase tidak dapat dilepaskan dari peran arbiter sebagai 

penjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Arbiter dituntut memiliki kompetensi hukum, integritas, 

serta kemampuan komunikatif untuk mendorong terciptanya kesepakatan damai tanpa mengorbankan 

posisi hukum para pihak (Tampubolon, 2022; Rahayu, 2024). Keberhasilan pemeriksaan perdamaian 

sangat dipengaruhi oleh kualitas arbiter dalam membaca kepentingan substantif yang melatarbelakangi 

sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan pemeriksaan perdamaian bukan sekadar prosedural, 

tetapi juga substantif. 

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur secara rinci tata cara 

pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase, namun membuka ruang bagi para pihak dan arbiter untuk 

mengaturnya secara mandiri. Ruang kebebasan ini mencerminkan prinsip party autonomy yang menjadi 

roh arbitrase modern (Ihsan et al., 2024; Widyanti et al., 2024). Meskipun demikian, kebebasan tersebut 

tetap berada dalam batasan hukum nasional dan prinsip keadilan. Pemeriksaan perdamaian memperoleh 

kedudukan strategis sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang disepakati bersama. 

Untuk memperkuat pemahaman mengenai posisi pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase, 

berikut disajikan data komparatif mengenai karakteristik penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan 

litigasi perdata: 

 

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Litigasi 

 

Aspek Arbitrase Litigasi 

Dasar kewenangan Perjanjian para pihak Undang-undang 

Upaya perdamaian Fleksibel, berbasis kesepakatan Wajib diupayakan hakim 

Sifat putusan Final dan mengikat Dapat diajukan upaya hukum 

Kerahasiaan Terjamin Terbuka untuk umum 

Orientasi keadilan Substantif dan konsensual Prosedural dan yuridis 

Sumber data: Diolah peneliti dari UU No. 30 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 2009; Dewi (2022); 

Munawar (2022); Handayani & Yoga (2024). 

  

Data tersebut menunjukkan bahwa arbitrase memiliki karakteristik yang lebih kondusif bagi 

pengembangan pemeriksaan perdamaian dibandingkan litigasi. Fleksibilitas prosedur dan orientasi 

pada kesepakatan memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk mencapai solusi yang adil dan 

berimbang. Pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase berfungsi sebagai mekanisme untuk 

mengharmoniskan kepentingan hukum dan kepentingan ekonomi para pihak. Hal ini mempertegas 

kedudukan pemeriksaan perdamaian sebagai fondasi penting dalam sistem arbitrase. 

Dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis dan investasi, pemeriksaan perdamaian juga 

berperan menjaga stabilitas hubungan hukum jangka panjang. Sengketa yang diselesaikan melalui 

putusan damai cenderung meminimalkan dampak negatif terhadap keberlanjutan hubungan kontraktual 

para pihak (Pemungkas & Septianita, 2024; Ulinihayati & Husein, 2022). Arbitrase yang 

mengakomodasi pemeriksaan perdamaian mampu menjawab kebutuhan dunia usaha akan kepastian 

hukum sekaligus keadilan. Kedudukan pemeriksaan perdamaian menjadi semakin signifikan dalam 

iklim bisnis yang menuntut penyelesaian sengketa yang cepat dan berimbang. 

Dari perspektif hukum Islam dan nilai keadilan substantif, perdamaian dipandang sebagai solusi 

utama dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ishlah yang menekankan perdamaian dan kemaslahatan 

tercermin dalam praktik arbitrase syariah yang mendorong kesepakatan damai sebagai prioritas utama 

(Munawar, 2022; Musaffa, 2025). Nilai ini memperkaya pemaknaan pemeriksaan perdamaian dalam 
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arbitrase nasional yang bersifat pluralistik. Kedudukan pemeriksaan perdamaian tidak hanya bersifat 

teknis, tetapi juga filosofis. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemeriksaan perdamaian memiliki 

kedudukan yang strategis dalam sistem arbitrase di Indonesia. Keberadaannya memperkuat legitimasi 

arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada 

kepentingan para pihak. Pemeriksaan perdamaian menjadi fondasi awal yang menentukan arah dan 

kualitas putusan arbitrase. Dengan kedudukan tersebut, pemeriksaan perdamaian layak dipahami 

sebagai elemen esensial dalam struktur arbitrase modern. 

 

Pemeriksaan Perdamaian sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Arbitrase 

Pemeriksaan perdamaian dalam proses arbitrase memiliki fungsi strategis sebagai landasan awal 

pembentukan pertimbangan hukum arbiter sebelum menjatuhkan putusan. Upaya ini tidak hanya 

dipahami sebagai prosedur tambahan, tetapi sebagai mekanisme untuk menggali kehendak substantif 

para pihak yang bersengketa. Dalam praktik arbitrase modern, kehendak para pihak dipandang sebagai 

sumber utama legitimasi putusan karena arbitrase lahir dari kesepakatan kontraktual (Fitri & 

Almaududi, 2023; Ihsan et al., 2024). Pemeriksaan perdamaian memungkinkan arbiter menilai secara 

komprehensif apakah sengketa masih dapat diselesaikan melalui kesepakatan tanpa harus ditempuh 

putusan adjudikatif. 

Dari perspektif yuridis, perdamaian yang tercapai dalam arbitrase dapat dituangkan dalam bentuk 

akta perdamaian atau kesepakatan tertulis yang kemudian dikuatkan melalui putusan arbitrase. Putusan 

yang berlandaskan perdamaian memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan putusan arbitrase pada 

umumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum 

(Murniati, 2016; Rizky, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan perdamaian bukan sekadar 

tahap pra-putusan, melainkan bagian integral dari konstruksi hukum putusan arbitrase itu sendiri. 

Arbiter berperan memastikan bahwa kesepakatan damai mencerminkan keseimbangan hak dan 

kewajiban para pihak. 

Pemeriksaan perdamaian juga berfungsi sebagai instrumen pengujian itikad baik para pihak 

dalam menyelesaikan sengketa. Arbiter melalui proses ini dapat menilai apakah sengketa muncul akibat 

perbedaan penafsiran kontrak, kegagalan komunikasi, atau konflik kepentingan yang masih dapat 

dijembatani. Penilaian tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan pertimbangan hukum yang 

adil dan proporsional apabila putusan tetap harus dijatuhkan (Gunawan, 2024; Handayani & Yoga, 

2024). Dengan demikian, pemeriksaan perdamaian berkontribusi langsung terhadap kualitas 

argumentasi yuridis dalam putusan arbitrase. 

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pemeriksaan perdamaian memiliki relevansi dengan 

prinsip keadilan yang hidup dalam sistem peradilan nasional. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari rasa keadilan 

yang dirasakan para pihak. Meskipun arbitrase berada di luar struktur peradilan negara, prinsip tersebut 

tetap menjadi rujukan etik dan yuridis bagi arbiter (Hakim, 2024; Karya, 2023). Putusan arbitrase yang 

mempertimbangkan upaya perdamaian cenderung lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh para 

pihak. 

Pertimbangan perdamaian dalam putusan arbitrase juga berkaitan erat dengan prinsip finalitas 

putusan. Karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, arbiter dituntut untuk memastikan bahwa 

seluruh kemungkinan penyelesaian damai telah dipertimbangkan secara matang sebelum putusan 

dijatuhkan (RY et al., 2023; Wamnebo et al., 2025). Pemeriksaan perdamaian menjadi sarana mitigasi 

risiko ketidakpuasan para pihak yang berpotensi memicu upaya pembatalan putusan arbitrase. Dengan 

demikian, pemeriksaan perdamaian memiliki nilai preventif dalam menjaga stabilitas dan kepastian 

hukum. 

Dalam praktik lembaga arbitrase, intensitas pemeriksaan perdamaian bervariasi tergantung pada 

jenis sengketa dan karakter para pihak. Sengketa bisnis jangka panjang, sengketa investasi, dan sengketa 

ekonomi syariah cenderung lebih membuka ruang perdamaian karena adanya kepentingan 

keberlanjutan hubungan hukum (Al Kannur et al., 2023; Khoirunnisa et al., 2024). Arbiter dalam 

perkara-perkara tersebut sering menjadikan pemeriksaan perdamaian sebagai dasar pertimbangan 

utama sebelum merumuskan amar putusan. Pola ini menunjukkan bahwa perdamaian memiliki bobot 

signifikan dalam struktur argumentasi putusan arbitrase. 
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Untuk memperjelas peran pemeriksaan perdamaian dalam pembentukan putusan arbitrase, 

berikut disajikan data mengenai bentuk pertimbangan arbiter dalam beberapa jenis sengketa arbitrase: 

 

Tabel 2. Bentuk Pertimbangan Arbiter dalam Putusan Arbitrase 

 

Jenis Sengketa 
Fokus Pemeriksaan 

Perdamaian 
Dampak terhadap Putusan 

Sengketa bisnis 
Keberlanjutan hubungan 

kontrak 
Putusan kompromis 

Sengketa investasi Stabilitas dan kepastian hukum 
Putusan berbasis kepentingan 

jangka panjang 

Sengketa syariah 
Kemaslahatan dan keadilan 

substantif 
Putusan berorientasi keadilan 

Sengketa pasar modal 
Kepatuhan regulasi dan 

kepentingan investor 
Putusan korektif 

Sengketa pertanahan Kepastian hak dan penguasaan Putusan proporsional 

Sumber data: Diolah peneliti dari beberpa penelitian terdahulu. 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan perdamaian berkontribusi langsung terhadap 

karakter dan orientasi putusan arbitrase. Putusan yang mempertimbangkan hasil pemeriksaan 

perdamaian cenderung lebih adaptif terhadap kepentingan substantif para pihak. Hal ini memperkuat 

posisi pemeriksaan perdamaian sebagai dasar argumentatif dalam perumusan amar putusan. Arbiter 

tidak hanya berperan sebagai pemutus sengketa, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kepentingan. 

Pemeriksaan perdamaian juga berkaitan dengan legitimasi moral putusan arbitrase. Putusan yang 

lahir setelah adanya upaya perdamaian dipandang memiliki legitimasi yang lebih kuat karena 

menunjukkan bahwa arbiter telah mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan dan beritikad baik 

(Ulfanora, 2023; Musaffa, 2025). Legitimasi ini penting dalam menjaga kepercayaan publik dan pelaku 

usaha terhadap lembaga arbitrase. Dengan legitimasi yang kuat, putusan arbitrase lebih mudah 

dieksekusi secara sukarela. 

Dari sisi potensi pembatalan putusan arbitrase, pemeriksaan perdamaian juga memiliki fungsi 

strategis. Putusan yang disusun tanpa mempertimbangkan secara memadai peluang perdamaian berisiko 

dianggap mengabaikan kepentingan para pihak, yang kemudian dapat dijadikan dasar pengajuan 

pembatalan di pengadilan (Al Akbar & Mawarid, 2025; Saifuddin et al., 2026). Pemeriksaan 

perdamaian membantu arbiter membangun pertimbangan hukum yang komprehensif dan defensif 

terhadap potensi sengketa lanjutan. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara pemeriksaan 

perdamaian dan ketahanan putusan arbitrase. 

Berdasarkan uraian tersebut, pemeriksaan perdamaian dapat dipahami sebagai fondasi penting 

dalam pembentukan pertimbangan putusan arbitrase. Keberadaannya memperkaya dimensi keadilan, 

kepastian, dan kemanfaatan dalam putusan yang dihasilkan. Pemeriksaan perdamaian tidak mengurangi 

independensi arbiter, tetapi justru memperkuat kualitas putusan secara substansial. Dengan demikian, 

pemeriksaan perdamaian layak ditempatkan sebagai dasar pertimbangan utama dalam setiap proses 

arbitrase. 

 

Pemeriksaan Perdamaian sebagai Instrumen Penjamin Keadilan dalam Putusan Arbitrase 

Pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase memiliki posisi penting sebagai instrumen untuk 

menjamin tercapainya keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa. Keadilan dalam arbitrase 

tidak semata-mata dipahami sebagai kepatuhan terhadap prosedur hukum, melainkan sebagai 

keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak para pihak. Arbitrase yang 

berangkat dari kesepakatan privat menuntut putusan yang mencerminkan kehendak rasional dan 

proporsional para pihak, sehingga pemeriksaan perdamaian menjadi ruang krusial untuk menggali nilai 

keadilan tersebut (Gunawan, 2024; Munawar, 2022). Melalui pemeriksaan ini, arbiter dapat memahami 

latar belakang sengketa secara utuh sebelum merumuskan putusan yang adil. 

Dalam kerangka hukum Indonesia, jaminan keadilan merupakan prinsip fundamental yang juga 

melekat pada mekanisme arbitrase. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa 

kekuasaan kehakiman diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan, prinsip yang secara 
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normatif turut memengaruhi praktik arbitrase meskipun berada di luar sistem peradilan negara. 

Pemeriksaan perdamaian menjadi jembatan antara nilai keadilan normatif dan keadilan faktual yang 

dirasakan oleh para pihak (Hakim, 2024; Sasiras et al., 2025). Dengan memperhatikan potensi 

perdamaian, putusan arbitrase tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial. 

Pemeriksaan perdamaian juga berperan dalam mengurangi kesenjangan posisi tawar para pihak, 

khususnya dalam sengketa bisnis atau investasi yang melibatkan ketimpangan kekuatan ekonomi. 

Arbiter melalui proses ini dapat memastikan bahwa kesepakatan damai, apabila tercapai, tidak lahir dari 

tekanan atau ketidakseimbangan informasi. Penilaian tersebut penting agar putusan arbitrase tidak 

memperkuat dominasi salah satu pihak, melainkan menjaga prinsip fairness dalam penyelesaian 

sengketa (Rahayu, 2024; Tampubolon, 2022). Keadilan yang dijamin melalui pemeriksaan perdamaian 

bersifat korektif dan preventif sekaligus. 

Dalam praktik arbitrase syariah, pemeriksaan perdamaian memiliki dimensi keadilan yang lebih 

luas karena dikaitkan dengan nilai kemaslahatan dan etika hukum Islam. Penyelesaian sengketa melalui 

perdamaian dipandang sebagai bentuk ideal karena menghindarkan mudarat dan menjaga hubungan 

baik antar pihak. Arbiter syariah menjadikan pemeriksaan perdamaian sebagai sarana untuk 

memastikan bahwa putusan yang dihasilkan sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan nilai moral 

yang hidup dalam masyarakat (Al Kannur et al., 2023; Khoirunnisa et al., 2024). Hal ini menunjukkan 

bahwa pemeriksaan perdamaian memperkuat legitimasi nilai keadilan lintas sistem hukum. 

Keadilan dalam putusan arbitrase juga berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan sukarela para 

pihak terhadap hasil putusan. Putusan yang lahir dari proses yang memberikan ruang perdamaian 

cenderung lebih diterima karena para pihak merasa didengar dan dilibatkan secara aktif. Rasa keadilan 

prosedural ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase (Karya, 2023; 

Widyanti et al., 2024). Pemeriksaan perdamaian berkontribusi pada terciptanya kepuasan hukum yang 

menjadi fondasi kepatuhan tersebut. 

Dari sisi perlindungan hukum, pemeriksaan perdamaian berfungsi sebagai mekanisme 

pengamanan terhadap potensi sengketa lanjutan pasca-putusan. Putusan arbitrase yang dianggap tidak 

adil berisiko menghadapi permohonan pembatalan di pengadilan, meskipun ruang pembatalan sangat 

terbatas. Dengan memastikan bahwa aspek perdamaian telah dipertimbangkan secara layak, arbiter 

memperkuat daya tahan putusan terhadap upaya pembatalan (Al Akbar & Mawarid, 2025; Sari, 2023). 

Pemeriksaan perdamaian menjadi bagian dari strategi yuridis untuk menjaga finalitas dan kredibilitas 

arbitrase. 

Untuk memperlihatkan hubungan antara pemeriksaan perdamaian dan jaminan keadilan dalam 

putusan arbitrase, berikut disajikan gambaran perbandingan dampak pemeriksaan perdamaian terhadap 

kualitas putusan: 

 

Tabel 3. Dampak Pemeriksaan Perdamaian terhadap Keadilan Putusan Arbitrase 

 

Aspek Keadilan 
Dengan Pemeriksaan 

Perdamaian 

Tanpa Pemeriksaan 

Perdamaian 

Keadilan substantif Lebih terakomodasi Berpotensi timpang 

Kepuasan para pihak Tinggi Relatif rendah 

Kepatuhan sukarela Lebih kuat Cenderung lemah 

Risiko pembatalan Lebih rendah Lebih tinggi 

Legitimasi putusan Kuat Terbatas 

Sumber data: Diolah penulis dari penelitian terdahulu. 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan perdamaian memiliki korelasi langsung dengan 

kualitas keadilan dalam putusan arbitrase. Putusan yang mempertimbangkan perdamaian tidak hanya 

lebih adil secara normatif, tetapi juga lebih efektif dalam implementasi. Hal ini mempertegas bahwa 

keadilan dalam arbitrase tidak dapat dilepaskan dari proses dialogis yang difasilitasi melalui 

pemeriksaan perdamaian. Arbiter berperan sebagai pengelola keadilan yang aktif, bukan sekadar 

pengambil keputusan. 

Dalam perspektif jangka panjang, pemeriksaan perdamaian turut memperkuat kepercayaan 

publik terhadap lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Kepercayaan 

ini penting bagi iklim investasi dan kepastian berusaha, terutama dalam sengketa bisnis berskala besar 



  Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry 

Vol 1 No 3 March 2026 

 

 

dan internasional. Arbitrase yang mampu menjamin keadilan melalui pendekatan perdamaian akan 

lebih dipilih oleh para pihak dibandingkan mekanisme litigasi yang kaku (Handayani & Yoga, 2024; 

Wamnebo et al., 2025). Pemeriksaan perdamaian menjadi nilai tambah institusional bagi arbitrase. 

Secara konseptual, pemeriksaan perdamaian dapat diposisikan sebagai perwujudan prinsip 

keadilan restoratif dalam arbitrase. Fokusnya tidak hanya pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada 

pemulihan hubungan hukum dan kepercayaan antar pihak. Pendekatan ini sejalan dengan 

perkembangan modern penyelesaian sengketa yang menempatkan keadilan sebagai proses, bukan 

semata hasil akhir (Dewi, 2022; Tuasikal & Dahliani, 2025). Arbitrase yang mengintegrasikan 

pemeriksaan perdamaian bergerak menuju model penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan 

berkeadilan. 

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, pemeriksaan perdamaian terbukti memiliki peran strategis 

dalam menjamin keadilan putusan arbitrase. Keberadaannya memperkuat dimensi keadilan substantif, 

prosedural, dan sosial dalam setiap putusan yang dihasilkan. Pemeriksaan perdamaian tidak mengurangi 

karakter final dan mengikat putusan arbitrase, tetapi justru meningkatkan kualitas dan legitimasi 

putusan tersebut. Pemeriksaan perdamaian layak dipandang sebagai instrumen esensial dalam 

mewujudkan arbitrase yang adil dan berkeadilan. 

 

KESIMPULAN  

Pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase memiliki kedudukan strategis sebagai fondasi 

pembentukan putusan arbitrase yang berkeadilan, baik dari aspek substantif maupun prosedural. 

Melalui pemeriksaan perdamaian, arbiter tidak hanya menjalankan fungsi adjudikatif, tetapi juga 

memastikan keseimbangan kepentingan para pihak, mencegah ketimpangan posisi tawar, serta menjaga 

legitimasi kesepakatan yang mungkin tercapai selama proses arbitrase. Integrasi pemeriksaan 

perdamaian dalam kerangka hukum arbitrase Indonesia memperkuat kualitas putusan arbitrase agar 

selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sekaligus menekan potensi 

sengketa lanjutan berupa pembatalan atau penolakan eksekusi. Oleh sebab itu, pemeriksaan perdamaian 

patut dipahami sebagai instrumen esensial yang memperkuat karakter arbitrase sebagai mekanisme 

penyelesaian sengketa yang final, mengikat, dan berkeadilan. 
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